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Implementasi Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Covid-19 di Kota Surabaya

Abstrak

PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di
Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah
untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan
adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat
variabel dari George Il yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi
ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta
membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan
sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-udang. Disposisi dalam hal
pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan
disposisi pemberian insetif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah
Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan
dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan
optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota
Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.
Kata Kunci : Implementasi, PPKM Darurat, Covid-19



Pendahuluan

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebakan oleh virus corona yang baru
ditemukan (www.WHO.int). Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 dan
menyebar dengan cepat ke negara lain seperti Amerika, Prancis, Italia, Spayol dan beberapa negara lainnya.
Mobilitas yang dilakukan oleh manusia menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran virus
terjadi secara cepat. Waktu inkubasi dari virus COVID-19 hingga memunculkan gejala pada orang yang
terinfeksi memungkinkan virus untuk menular dari individu satu ke individu yang lain tanpa disadari, sehingga
virus ini dapat dengan mudah menyebar di berbagai Negara (Kraemer, 2020). Pada awal penyebarannya,
tren kematian tertinggi berada di Cina yang selanjutnya tren tersebut berpindah ke Negara lainnya seperti
Negara di benua eropa, hal ini memaksa organisasi kesehatan dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-
19 merupakan pandemi darurat kesehatan global (Suresh V, 2020).

Beberapa negara memberlakukan berbagai bentuk kebijakan guna menekan dan menanggulangi
penyebaran COVID-19 termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan
pembatasan mobilitas masyarakat. Malaysia sendiri mengeluarkan kebijakan MCO (Movement Control
Order) yakni kebijakan ini memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar aturan. Dalam penerapannya,
kebijakan MCO menimbulkan permasalahan terhadap migran yang berada di Malaysia. Hal ini disebabkan
karena MCO mengancam perekonomian yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja dan ancaman
dalam pelayanan medis yang memiliki akses terbatas (www.malaymail.com, 2020). Selain Malaysia,
Singapura juga mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan mulai
tanggal 1 Juni 2020, kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam komunitas
(www.theguardian.com, 2020). Kebijakan serupa lainnya dilakukan oleh Filipina, negara ini menerapkan
kebijakan pembatasan sosial dan membatalkan segala jadwal penerbangan domestik dan internasional.
Implementasi kebijakan ini diikuti dengan ancaman bahwa negara akan memberlakukan darurat militer
apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut (www.scmp.com, 2020)

Kebijakan pembatasan kegiatan juga dilakukan di Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan kesehatan
yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah
Indonesia, 2018). Konsep karantina wilayah (lockdown) diteriemahkan dalam undang-undang kekarantinaan
wilayah dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 sebagaimana berikut : “Karantina Wilayah adalah pembatasan
penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi”’. Konsep tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam kebijakan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat, kebijakan ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2021.
Selanjutnya Instruksi ini berkembang sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, instruksi
mengenai pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali tercantum di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15
Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali.

Salah satu daerah yang menjadi fokus implementasi kebijakan PPKM adalah Kota Surabaya. Kota
Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta menjadi episentrum penyebaran
COVID-19 di Provinsi Jawa Timur (www.metrotvnews.com, 2020). Hal ini tidak terlepas dari jumlah kasus
positif Covid-19 di Surabaya yang tergolong tinggi. Penetapan PPKM di Kota Surabaya tercantum dalam
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Instruksi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran No
443(7787/436.8.4/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya (www.surabaya.qgo.id, 2021).

Secara umum kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya, selama pemberlakukan pembatasan kegiatan
masyarakat darurat ini segala kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi baik orang yang berdomisili
dan/atau berkegiatan di daerah Surabaya. Dalam implementasi kebijakan PPKM di Surabaya, pemerintah
berpedoman pada Surat Edaran Walikota Surabaya dan berpedoman pula pada Perwali No 67 Tahun 2020
tentang protokol kesehatan. Menurut peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang protokol
kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan
masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam peraturan
walikota ini pemerintah Kota Surabaya mengatur beberapa bentuk mobilitas masyaratat, aturan tersebut
meliputi :

Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau intsitusi pendidikan lainnya.
Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.

Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Kewaspadaan yang tinggi perlu dilakukan guna menghadapi masalah kesehatan yang telah diberi
status sebagai darurat global. Sebagai sebuah wilayah yang berada di posisi strategis, penyebaran COVID-
19 sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas yang tinggi dari warga negara Indonesia dan
warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, pendidikan dan pariwisata.
Berbagai kegiatan tersebut mengancam keadaan di Indonesia karena dapat mempercepat penyebaran
COVID-19 di Indonesia. Pengawasan terhadap keadaan sekitar seperti pengawasan terhadap masyarakat,
lingkungan, moda transportasi dan barang menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19.
Selain itu, WHO menjelaskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-
19 seperti mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, membuat jarak dengan orang lain yang
batuk atau bersin, menggunakan masker ketika menjaga jarak tidak memungkinkan, tidak memegang muka,
mata atau hidung, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika bersin, diam di rumah ketika tidak
sehat dan apabila mengalami gejala segera menghubungi tenaga medis (www.WHO.int, 2020). S. Mayusef
at al, 2020; R. Djalante, et al, 2020 menyebutkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah
Indonesia dan langkah utama yang diambil oleh pemerintah guna menanggapi kondisi darurat COVID-19.
Dampak sosialisasi moderat dapat mengurangi angka kematian COVID-19, sehingga Greenstone & Nigam,
(2020) melakukan pengembangan dan penerapan metode yang berguna untuk menjelaskan dampak
sosilisasi moderat. Setiati & Azwar, (2020) menyatakan bagaimana ketidaksiapan pelayanan kesehatan yang
ada di Indonesia menghadapi Covid-19 dan juga perlu adanya prosedur yang efektif guna melindungi tenaga
medis dari infeksi.

Dalam studi ini, penerapan dari implementasi PPKM darurat oleh pemerintah Kota Surabaya perlu
dikaji serta dilakukannya analisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini, yakni melakukan analisis
implementasi dari pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya. Selanjutnya penulis
berharap kedepan hasil dari tulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan
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keputusan kebijakan PPKM darurat ataupun kebijakan yang berhubungan dengan karantina wilayah.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Definisi implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Van
Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai kebijakan mencakup tindakan-
tindakan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi kebijakan George C.
Edward Il yang kemudian disebut sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi. Model
implementasi yang disampaikan oleh George berspektif top-down dengan penamaan “Direct and indirect
Impact On Implementation”. Dalam model implementasi Goerge terdapat empat variabel yang menjadi tolak
ukur keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
masyarakat di Kota Surabaya merupakan sebuah penelitain yang cukup baru. Namun untuk penelitian
dengan tema pembahasan PPKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu,
peneliti mencantum beberapa penelitain sebelumnya, guna sebagai pembanding terhadap penelitian yang
akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari et al (2021). Penelitian ini berjudul
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan
Jelakombo sudah terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ketertiban manfaat dan evaluasi.
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 masyarakat di
Kelurahan Jelakombo telah mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus Positif Covid-19 di Kelurahan Jelakombo semenjak Maret
2020 hingga Maret 2021 hanya berjumlah 27 kasus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadli llyah (2021), Penelitian ini berjudul Analisis SWOT kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar PPKM dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM)
terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Hasil dalam penelitian ini
adalah perlu adanya komitmen guna menekan laju pandemi dengan cara memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Hasil kedua bahwa konsistensi dan pengawasan menjadi salah satu
potensi kelemahan dalam kebijakan PPKM. Program vaksinasi menjadi salah satu alternative peluang untuk
membantu percepatan stabilitas dan pemulihan aspek ekonomi, program vaksinasi diharapkan dapat
dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memulihkan perekonomian. Kepatuhan dan kesadaran
masyarakat menjadi salah satu ancaman serta tantangan untuk memastikan kebijakan PPKM. Hal ini
dikarenakan sebuah kebijakan perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

Kerangka Teori
Kebijakan Publik

Policy merupakan sebuah kata dari bahasa inggris yang memiliki arti sebagai kebijaksanaan, namun
policy dapat pula di artikan sebagai kebijakan. Setijaningrum (2011) menjelaskan bahwa ketika meyebutkan
kebijakan, pengertiannya merujuk pada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu point of view, series of



action dan regulation. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan guna melaksanakan
kebijakan. Pengertian dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017:1). Kebijakan publik menurut Carl L. Friendrich (2006) adalah
sebuah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dengan halangan dan
kesempatan yang akan dihadapi dalam suatu lingkungan yang harapannya dapat mengatasi halangan
tersebut dalam rangka memenuhi cita-cita, kehendak, maupun tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan sebuah atau suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat
kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,
maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho,
2018:728). Implementasi didalam pemaknaan yang dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) memiliki
beberapa kata kunci sebagaimana berikut : untuk menjalankan kebijakan, untuk menepati janji - janji yang
tercantum pada dokumen kebijakan, untuk mendapatkan output dari tujuan kebijakan, dan untuk
mewujudkan misi yang harus dalam tujuan kebijakan (Purwanto, Erwan Agus, Dyah RS : 2012 : 34). Van
Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan segala bentuk tindakan
yang dilakukukan sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan.atau sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang dimana pelaku dari implementasi tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok
pemerintah maupun swasta.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi biasanya akan terpengaruh oleh beberapa faktor, baik faktor ekternal
maupun faktor internal dari kebijakan tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edward IlI
bahwa setidaknya terdapat empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Model yang
dikembangkan oleh Edward Il disebut pula sebagai model dampak langsung dan tidak langsung dalam
implementasi kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Edward Il memiliki sifat top-down dengan
penamaan model “ direct and indirect impact on implementation”. Model ini memiliki 4 buah faktor sebagai
tolak ukur yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Selain Edward Il, terdapat Knill
dan Tosun (2012:158) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang digunakan untuk mengukur
implementasi kebijakan yaitu Pilihan instrument kebijakan, ketepatan dan kejelasan desain kebijakan,
struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan literature review dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran di beberapa media massa online, dokumen
pemerintah, dan website pemerintah. Selanjutnya akan di kelompokkan kedalam empat faktor implementasi
yang di kemukakan George Il yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya
data yang telah terkumpul akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan
sebelumnya. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analsisi data
model Miles, Huberman dan Saldana (2014).



Gambar 1.1.
Interactive Model

—>
Data Data
Collection Display
Data Conclusions:
Drawing/verif
Condensa ¢ ving

Sumber : Matthew B. Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana (2014)

Hasil dan Pembahasan

George menjelaskan bahwasannya terdapat empat variabel yang digunakan dalam menilai keberhasilan
implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan aspek yang mendukung implementasi kebijakan, sehingga
sebelum implementasi kebijakan perlu adanya bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana
kebijakan dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media (Nuraisyah et al,2020). Begitu
pula dalam implementasi kebijakan PPKM, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
kebijakan PPKM terbukti meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PPKM tersebut. Selain aspek
komunikasi, disposisi (karakteristik agen pelaksana) memiliki berperan cukup penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan (Sahur A et al, 2021). Tercermin dalam implemetasi kebijakan PPKM, peran disposisi
(karakteristik agek pelaksana) juga berlaku dalam implementasi kebijakan tersebut, yang dimana disposisi
penting dalam implementasi PPKM. Pemahaman dan sikap dari masyarakat dalam kebijakan PPKM
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PPKM. (Nuraisyah et al, 2020) menjelaskan
bahwa sumberdaya menjadi sangat penting bagi implementasi kebijakan, karena kebijakan tanpa adanya
sumber daya (finansial atau manusia) menjadi sulit untuk terlaksana. Implementasi kebijakan PPKM juga
perlu memiliki sumber daya yang memadai sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan
di keluarkannya kebijakan tersebut. (open.lib.umn.edu, 2016) menyebutkan keberadaan birokrasi dalam
implementasi cukup penting, hal ini dikarenakan birokrasi membuat undang-undang atau aturan tertentu
dalam penerapan kebijakan. keberadaan birokrasi juga diperlukan didalam implementasi kebijakan PPKM,
yang dimana birokrasi membentu aturan atau pedoman pelaksanaan PPKM dan membentuk susunan
birokrasi dalam Kebijakan PPKM.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan variable yang cukup penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Hal ini
disebabkan komunikasi merupakan sebuah saluran yang mampu untuk menghubungkan antara pembuat
kebijakan dengan penerima kebijakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan atau
program makan meminimalisasi kemungkinan terjadi pelanggaran dan adanya penolakan dalam proses
implementasi kebijakan.



Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai
pelaksanaan pembatasaan sosial berskala besar kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui
berbagai media memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Forkompimda
(Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sosialisasi dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya Myjen TNI
Suharyanto, Kapolda jatim Ifjen Pol Nico Afinda, dan PLH Sekdaprov Heri Tjahjono
(Radarsurabaya.jawapos.com). Selain Forkompimda, sosialisasi juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja kota Surabaya. Dalam melakukan edukasi, satpol pp juga memberikan bantuan berupa sembako
kepada PKL yang telah diedukasi sebelumnya (Surabaya.tribunnews.com). Konsistensi pemerintah dalam
mengomunikasikan terus dilakukan dan terus melakukan upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai
pelaksanaan PPKM dan memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM di Kota Surabaya. Dalam transmisi
komunikasi ini pemerintah kota Surabaya bergerak bersama dengan TNI dan Polri guna sebagai sistem
pendukung dalam implementasi PPKM di Kota Surabaya.

Komunikasi kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar semua pihak
yang terlibat. Meskipun komunikasi telah secara konsisten disosialisasikan dan konsistensi pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan, namun apabila tidak ada dukungan dari masyarakat maka kebijakan
tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sosialiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya
sudah cukup baik, namun masih ditemukan masyarakat yang masih acuh dengan himbauan dari pemerintah
Kota Surabaya. Rasa acuh atau ketidak pedulian terhadap aturan PPKM yang telah dikeluarkan tersebut
cukup menjadi sebuah kendala dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya. Perlu
adanya pendekatan lainnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai aturan PPKM darurat.

b. Disposisi

Faktor selanjutnya yaitu faktor disposisi, faktor ini merupakan faktor yang dinilai cukup penting bagi sebuah
implementasi kebijakan. Dalam hal ini bahwa bagaimana kecenderungan dari pelaksana yang memiliki sikap
positif atau memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan akan
berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam faktor ini, pemahaman petugas dan pelaksana
serta insentif kebijakan menjadi dua poin yang cukup penting dalam implementasi kebijakan PPKM
Pemahaman dari masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dinilai sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Pemahaman masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum
sepenuhnya memahami mengenai aturan yang di berlakukan. Dalam antaranews.com (2021), Petugas
gabungan mengamankan setidaknya sebanyak 145 pelanggar. Berdasarkan wawancara dengan petugas
Satpol PP bahwa rata-rata yang melakukan pelanggaran adalah anak-anak muda yang dimana mereka
sering berkumpul di tempat-tempat seperti warung kopi tanpa mematuhi Perwali No 67 tentang Protokol
kesehatan. Menurut petugas hal itu terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan
kebijakan pembatasan kegiatan yang dimana dimulai semenjak satu tahun yang lalu.

Sedangkan dalam distribusi insentif, pihak pemerintah beserta dengan Polrestabes membagikan paket
sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19 (beritajatim.com). Dalam memberikan bantuan,
pamerintah tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI dan
Swasta untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. TNI dan POLRI
bekerjsama sama untuk memastikan selam pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar tanpa



melanggar kebijakan PPKM. Namun pemberian insentif tidak secara signifikan berperan memanipulasi
masyarakat agar bergerak mengimplementasikan PPKM

c. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. sebaik apapun
kebijakan itu direncaakan namun apabila tidak di dukung dengan sumberdaya yang memadai maka
implementasi kebijakan akan sulit terlaksana. Dalam hal ini, terdapat dua sumberdaya yang sangat berperan
penting yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya PPKM di Kota Surabaya
dijelaskan didalam Perwali kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Kota Surabaya.
Disebutkan pada Bab VI Pasal 34 Perwali No 67 Tahun 2020, bahwasannya dalam pelaksanaan
penanganan Covid-19 pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan kerja sama dalam menerapkan
kebijakan penanganan Covid-19. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk sumberdaya manusia,
saranan dan prasaranan, data dan informasi, jasa dan dukungan lainnya. Disebutkan pula dalam BAB VIII
pasal 36 bahwa dalam melaksanakan penanganan Covid-19 pemerintah bersama masyarakat membentuk
“‘Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo”. Selanjutnya pada BAB IX pasal 37 dijelaskan mengenai sumber
pendanaan dalam penanganan Covid 19 berasal dari dua sumber yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan

2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi
terdapat dua aspek yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Dalam Perwali No 67
Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata
Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya dan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM
darurat Covid-19 di Kota Surabaya mengatur mengenai pedoman yang perlu di ikuti oleh penerima kebijakan
yaitu setiap individu dan organisasi yang berada di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan melaksanakan PPKM Kota Surabaya membentuk gugus tugas percepatan penanganan
corona virus disease 2019(COVID-19) yang dimana struktur organisasinya di atur didalam KEPUTUSAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020. Di dalam keputusan walikota tersebut
dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bidang. Dimana satuan tugas ini dipimpin langsung oleh
WaliKota Surabaya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka implementasi kebijakan Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat
dari bagaimana indikator disposisi yang mana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari
adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masih ditemukannya masayrakat yang belum
mematuhi aturan PPKM sehingga terkesan “tidak melakukan PPKM”. Perlu adanya pendekatan-pendekatan
yang lebih baik kepada masyarakat agar masyarakat dalam lebih memahami tujuan dari adanya kebijakan
PPKM. Kontrol yang ketat perlu dilakukan guna menertibkan masyarakat yang melanggar aturan kebijakan
PPKM.



Namun apabila melihat dari indikator dari lainnya seperti komunikasi, struktur organisasi dan sumberdaya
telah memenuhi kriteria. Dalam komunikasi, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat. Dalam hal sumberdaya, pemerintah telah menetapkan sumber-sumber daya manusia maupun
finansial. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang terdiri
dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya.
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Abstrak
PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di
Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah
untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan
adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat
variabel dari George Ill yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi
ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta
membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan
sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-udang. Disposisi dalam hal
pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan
disposisi pemberian insetif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah
Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan
dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan
optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota
Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.
Kata Kunci : Implementasi, PPKM Darurat, Covid-19
Abstract

PPKM is a policy issued by the government to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. The implementation of this policy is
also carried out in the city of Surabaya so that there is a need for a scientific study to measure the implementation of the PPKM
policy in the city of Surabaya. In this research, the method used is qualitative with data collection using literature studies.
Implementation assessment uses four variables from George IIl, namely communication, resources, disposition and organizational
structure. The results of this study indicate that the communication carried out by the Surabaya City government is to disseminate
information to the public regarding PPKM policies. Human resources consist of government and private elements and form
Tangguh Wani Jogo Suroboyo Village to facilitate community participation. While financial resources consist of APBD and legal
sources of funds according to law. Disposition in terms of public understanding, there are still people who still do not understand
the PPKM policy and the disposition of giving incentives does not have a significant impact. The organizational structure in this
case, the Surabaya City government formed a task force consisting of various elements in the city of Surabaya. The conclusion of
this research is that the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya is still not running optimally. Especially in terms
of public understanding of PPKM policies, so that the Surabaya City Government needs to cooperate with community leaders in
providing an understanding of PPKM policies.
Keyword : Implementation, PPKM Darurat, Covid-19
Pendahuluan

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebakan oleh virus corona yang baru
ditemukan (www.WHO.int). Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 dan
menyebar dengan cepat ke negara lain seperti Amerika, Prancis, Italia, Spayol dan beberapa negara lainnya.

Mobilitas yang dilakukan oleh manusia menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran virus
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terjadi secara cepat. Waktu inkubasi dari virus COVID-19 hingga memunculkan gejala pada orang yang
terinfeksi memungkinkan virus untuk menular dari individu satu ke individu yang lain tanpa disadari, sehingga
virus ini dapat dengan mudah menyebar di berbagai Negara (Kraemer, 2020). Pada awal penyebarannya,
tren kematian tertinggi berada di Cina yang selanjutnya tren tersebut berpindah ke Negara lainnya seperti
Negara di benua eropa, hal ini memaksa organisasi kesehatan dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-
19 merupakan pandemi darurat kesehatan global (Suresh V, 2020).

Beberapa negara memberlakukan berbagai bentuk kebijakan guna menekan dan menanggulangi
penyebaran COVID-19 termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan
pembatasan mobilitas masyarakat. Malaysia sendiri mengeluarkan kebijakan \MCO (Movement Control
Order) h/akni kebijakan ini memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar aturan. Dalam penerapannya,
kebijakan MCO menimbulkan permasalahan terhadap migran yang berada di Malaysia. Hal ini disebabkan
karena MCO mengancam perekonomian yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja dan ancaman
dalam pelayanan medis yang memiliki akses terbatas (www.malaymail.com, 2020). Selain Malaysia,
Singapura juga mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan mulai
tanggal 1 Juni 2020, kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam komunitas
(www.thequardian.com, 2020). Kebijakan serupa lainnya dilakukan oleh Filipina, negara ini menerapkan
kebijakan pembatasan sosial dan membatalkan segala jadwal penerbangan domestik dan internasional.
Implementasi kebijakan ini diikuti dengan ancaman bahwa negara akan memberlakukan darurat militer
apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut (www.scmp.com, 2020)

Kebijakan pembatasan kegiatan juga dilakukan di Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan kesehatan
yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah
Indonesia, 2018). Konsep karantina wilayah (lockdown) diterjemahkan dalam undang-undang kekarantinaan
wilayah dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 sebagaimana berikut : “Karantina Wilayah adalah pembatasan
penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi”. Konsep tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam kebijakan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat, kebijakan ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2021.
Selanjutnya Instruksi ini berkembang sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, instruksi
mengenai pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali tercantum di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15
Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali.

]Salah satu daerah yang menjadi fokus implementasi kebijakan PPKM adalah Kota Surabaya. \Kota
Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta ]menjadi episentrum penyebaran
COVID-19 di Provinsi Jawa Timur\ (www.metrotvnews.com, 2020). Hal ini tidak terlepas dari jumlah kasus
positif Covid-19 di Surabaya yang tergolong tinggi. Penetapan PPKM di Kota Surabaya tercantum dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran No
443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya (www.surabaya.go.id, 2021).

Secara umum kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya, selama pemberlakukan pembatasan kegiatan
masyarakat darurat ini segala kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi baik orang yang berdomisili
dan/atau berkegiatan di daerah Surabaya. Dalam implementasi kebijakan PPKM di Surabaya, pemerintah
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berpedoman pada Surat Edaran Walikota Surabaya dan berpedoman pula pada Perwali No 67 Tahun 2020
tentang protokol kesehatan. Menurut peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang protokol
kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan
masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam peraturan
walikota ini pemerintah Kota Surabaya mengatur beberapa bentuk mobilitas masyaratat, aturan tersebut
meliputi :

7. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau intsitusi pendidikan lainnya.

8. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.

9. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

10. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

11. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

12. Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

[Kewaspadaan yang tinggi perlu dilakukan guna menghadapi masalah kesehatan yang telah diberi
status sebagai darurat global. Sebagai sebuah wilayah yang berada di posisi strategis, penyebaran COVID-
19 sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas yang tinggi dari warga negara Indonesia dan
warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, pendidikan dan pariwisata. \
Berbagai kegiatan tersebut mengancam keadaan di Indonesia karena dapat mempercepat penyebaran
COVID-19 di Indonesia. Pengawasan terhadap keadaan sekitar seperti pengawasan terhadap masyarakat,
lingkungan, moda transportasi dan barang menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19.
Selain itu, WHO menjelaskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-
19 seperti mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, membuat jarak dengan orang lain yang
batuk atau bersin, menggunakan masker ketika menjaga jarak tidak memungkinkan, tidak memegang muka,
mata atau hidung, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika bersin, diam di rumah ketika tidak
sehat dan apabila mengalami gejala segera menghubungi tenaga medis (www.WHO.int, 2020). S. Mayusef
at al, 2020; R. Djalante, et al, 2020 menyebutkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah
Indonesia dan langkah utama yang diambil oleh pemerintah guna menanggapi kondisi darurat COVID-19.
Dampak sosialisasi moderat dapat mengurangi angka kematian COVID-19, sehingga Greenstone & Nigam,
(2020) melakukan pengembangan dan penerapan metode yang berguna untuk menjelaskan dampak
sosilisasi moderat. Setiati & Azwar, (2020) menyatakan bagaimana ketidaksiapan pelayanan kesehatan yang
ada di Indonesia menghadapi Covid-19 dan juga perlu adanya prosedur yang efektif guna melindungi tenaga
medis dari infeksi.

Dalam studi ini, penerapan dari implementasi PPKM barurat oleh pemerintah Kota Surabaya perlu
dikaji serta dilakukannya analisis secara mendalam. ]Tujuan dari penelitian ini, yakni melakukan analisis
implementasi dari pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya. Selanjutnya penulis
berharap kedepan hasil dari tulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan
keputusan kebijakan PPKM darurat ataupun kebijakan yang berhubungan dengan karantina wilayah.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Definisi implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Van
Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai kebijakan mencakup tindakan-
tindakan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan
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sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi kebijakan George C.
Edward Il yang kemudian disebut sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi. Model
implementasi yang disampaikan oleh George berspektif top-down dengan penamaan “Direct and indirect
Impact On Implementation”. Dalam model implementasi Goerge terdapat empat variabel yang menjadi tolak
ukur keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
masyarakat di Kota Surabaya merupakan sebuah penelitain yang cukup baru. Namun untuk penelitian
dengan tema pembahasan PPKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu,
\peneliti mencantum beberapa penelitain sebelumnya, guna sebagai pembanding terhadap penelitian yang
akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari et al (2021). Penelitian ini berjudul
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan
Jelakombo sudah terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ketertiban manfaat dan evaluasi.
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 masyarakat di
Kelurahan Jelakombo telah mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus Positif Covid-19 di Kelurahan Jelakombo semenjak Maret
2020 hingga Maret 2021 hanya berjumlah 27 kasus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadli llyah (2021), Penelitian ini berjudul Analisis SWOT kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar PPKM dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM)
terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Hasil dalam penelitian ini
adalah perlu adanya komitmen guna menekan laju pandemi dengan cara memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Hasil kedua bahwa konsistensi dan pengawasan menjadi salah satu
potensi kelemahan dalam kebijakan PPKM. Program vaksinasi menjadi salah satu alternative peluang untuk
membantu percepatan stabilitas dan pemulihan aspek ekonomi, program vaksinasi diharapkan dapat
dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memulihkan perekonomian. Kepatuhan dan kesadaran
masyarakat menjadi salah satu ancaman serta tantangan untuk memastikan kebijakan PPKM. Hal ini
dikarenakan sebuah kebijakan perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

State of the art
Kerangka Teori
Kebijakan Publik

Policy merupakan sebuah kata dari bahasa inggris yang memiliki arti sebagai kebijaksanaan, namun
policy dapat pula di artikan sebagai kebijakan. Setijaningrum (2011) menjelaskan bahwa ketika meyebutkan
kebijakan, pengertiannya merujuk pada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu point of view, series of
action dan regulation. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan guna melaksanakan
kebijakan. Pengertian dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017:1). Kebijakan publik menurut Carl L. Friendrich (2006) adalah
sebuah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dengan halangan dan
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kesempatan yang akan dihadapi dalam suatu lingkungan yang harapannya dapat mengatasi halangan
tersebut dalam rangka memenuhi cita-cita, kehendak, maupun tujuan tertentu.
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan sebuah atau suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat
kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,
maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho,
2018:728). Implementasi didalam pemaknaan yang dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) memiliki
beberapa kata kunci sebagaimana berikut : untuk menjalankan kebijakan, untuk menepati janji - janji yang
tercantum pada dokumen kebijakan, untuk mendapatkan output dari tujuan kebijakan, dan untuk
mewujudkan misi yang harus dalam tujuan kebijakan (Purwanto, Erwan Agus, Dyah RS : 2012 : 34). Van
Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan segala bentuk tindakan
yang dilakukukan sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan.atau sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang dimana pelaku dari implementasi tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok
pemerintah maupun swasta.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi biasanya akan terpengaruh oleh beberapa faktor, baik faktor ekternal
maupun faktor internal dari kebijakan tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edward |l
bahwa setidaknya terdapat empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Model yang
dikembangkan oleh Edward IIl disebut pula sebagai model dampak langsung dan tidak langsung dalam
implementasi kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Edward Il memiliki sifat top-down dengan
penamaan model “ direct and indirect impact on implementation”. Model ini memiliki 4 buah faktor sebagai
tolak ukur yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Selain Edward II, terdapat Knill
dan Tosun (2012:158) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang digunakan untuk mengukur
implementasi kebijakan yaitu Pilihan instrument kebijakan, ketepatan dan kejelasan desain kebijakan,
struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial.

Metode Penelitian |

Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan literature review dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran di beberapa media massa online, dokumen
pemerintah, dan website pemerintah. Selanjutnya akan di kelompokkan kedalam empat faktor implementasi
yang di kemukakan George Il yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya
data yang telah terkumpul akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan
sebelumnya. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analsisi data
model Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Gambar 1.1.
Interactive Model
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Hasil dan Pembahasan

George menjelaskan bahwasannya terdapat empat variabel yang digunakan dalam menilai keberhasilan
implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan aspek yang mendukung implementasi kebijakan, sehingga
sebelum implementasi kebijakan perlu adanya bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana
kebijakan dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media (Nuraisyah et al,2020). Begitu
pula dalam implementasi kebijakan PPKM, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
kebijakan PPKM terbukti meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PPKM tersebut. Selain aspek
komunikasi, disposisi (karakteristik agen pelaksana) memiliki berperan cukup penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan (Sahur A et al, 2021). Tercermin dalam implemetasi kebijakan PPKM, peran disposisi
(karakteristik agek pelaksana) juga berlaku dalam implementasi kebijakan tersebut, yang dimana disposisi
penting dalam implementasi PPKM. Pemahaman dan sikap dari masyarakat dalam kebijakan PPKM
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PPKM. (Nuraisyah et al, 2020) menjelaskan
bahwa sumberdaya menjadi sangat penting bagi implementasi kebijakan, karena kebijakan tanpa adanya
sumber daya (finansial atau manusia) menjadi sulit untuk terlaksana. Implementasi kebijakan PPKM juga
perlu memiliki sumber daya yang memadai sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan
di keluarkannya kebijakan tersebut. (open.lib.umn.edu, 2016) menyebutkan keberadaan birokrasi dalam
implementasi cukup penting, hal ini dikarenakan birokrasi membuat undang-undang atau aturan tertentu
dalam penerapan kebijakan. keberadaan birokrasi juga diperlukan didalam implementasi kebijakan PPKM,
yang dimana birokrasi membentu aturan atau pedoman pelaksanaan PPKM dan membentuk susunan
birokrasi dalam Kebijakan PPKM.

e. Komunikasi

Komunikasi merupakan variable yang cukup penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Hal ini
disebabkan komunikasi merupakan sebuah saluran yang mampu untuk menghubungkan antara pembuat
kebijakan dengan penerima kebijakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan atau
program makan meminimalisasi kemungkinan terjadi pelanggaran dan adanya penolakan dalam proses
implementasi kebijakan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai
pelaksanaan pembatasaan sosial berskala besar kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui
berbagai media memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Forkompimda
(Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sosialisasi dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya Myjen TNI
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Suharyanto, Kapolda jatim Ijen Pol Nico Afinda, dan PLH Sekdaprov Heri Tjahjono
(Radarsurabaya.jawapos.com). Selain Forkompimda, sosialisasi juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja kota Surabaya. Dalam melakukan edukasi, satpol pp juga memberikan bantuan berupa sembako
kepada PKL yang telah diedukasi sebelumnya (Surabaya.tribunnews.com). Konsistensi pemerintah dalam
mengomunikasikan terus dilakukan dan terus melakukan upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai
pelaksanaan PPKM dan memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM di Kota Surabaya. Dalam transmisi
komunikasi ini pemerintah kota Surabaya bergerak bersama dengan TNI dan Polri guna sebagai sistem
pendukung dalam implementasi PPKM di Kota Surabaya.

Komunikasi kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar semua pihak
yang terlibat. Meskipun komunikasi telah secara konsisten disosialisasikan dan konsistensi pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan, namun apabila tidak ada dukungan dari masyarakat maka kebijakan
tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sosialiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya
sudah cukup baik, namun masih ditemukan masyarakat yang masih acuh dengan himbauan dari pemerintah
Kota Surabaya. Rasa acuh atau ketidak pedulian terhadap aturan PPKM yang telah dikeluarkan tersebut
cukup menjadi sebuah kendala dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya. Perlu
adanya pendekatan lainnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai aturan PPKM darurat.

f. Disposisi

Faktor selanjutnya yaitu faktor disposisi, faktor ini merupakan faktor yang dinilai cukup penting bagi sebuah
implementasi kebijakan. Dalam hal ini bahwa bagaimana kecenderungan dari pelaksana yang memiliki sikap
positif atau memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan akan
berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam faktor ini, pemahaman petugas dan pelaksana
serta insentif kebijakan menjadi dua poin yang cukup penting dalam implementasi kebijakan PPKM
Pemahaman dari masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dinilai sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Pemahaman masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum
sepenuhnya memahami mengenai aturan yang di berlakukan. Dalam antaranews.com (2021), Petugas
gabungan mengamankan setidaknya sebanyak 145 pelanggar. Berdasarkan wawancara dengan petugas
Satpol PP bahwa rata-rata yang melakukan pelanggaran adalah anak-anak muda yang dimana mereka
sering berkumpul di tempat-tempat seperti warung kopi tanpa mematuhi Perwali No 67 tentang Protokol
kesehatan. Menurut petugas hal itu terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan
kebijakan pembatasan kegiatan yang dimana dimulai semenjak satu tahun yang lalu.

Sedangkan dalam distribusi insentif, pihak pemerintah beserta dengan Polrestabes membagikan paket
sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19 (beritajatim.com). Dalam memberikan bantuan,
pamerintah tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI dan
Swasta untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. TNI dan POLRI
bekerjsama sama untuk memastikan selam pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar tanpa
melanggar kebijakan PPKM. Namun pemberian insentif tidak secara signifikan berperan memanipulasi
masyarakat agar bergerak mengimplementasikan PPKM

g. Sumberdaya



Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. sebaik apapun
kebijakan itu direncaakan namun apabila tidak di dukung dengan sumberdaya yang memadai maka
implementasi kebijakan akan sulit terlaksana. Dalam hal ini, terdapat dua sumberdaya yang sangat berperan
penting yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya PPKM di Kota Surabaya
dijelaskan didalam Perwali kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Kota Surabaya.
Disebutkan pada Bab VI Pasal 34 Perwali No 67 Tahun 2020, bahwasannya dalam pelaksanaan
penanganan Covid-19 pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan kerja sama dalam menerapkan
kebijakan penanganan Covid-19. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk sumberdaya manusia,
saranan dan prasaranan, data dan informasi, jasa dan dukungan lainnya. Disebutkan pula dalam BAB VIII
pasal 36 bahwa dalam melaksanakan penanganan Covid-19 pemerintah bersama masyarakat membentuk
“Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo”. Selanjutnya pada BAB IX pasal 37 dijelaskan mengenai sumber
pendanaan dalam penanganan Covid 19 berasal dari dua sumber yaitu :

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan

4. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.

h. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi
terdapat dua aspek yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Dalam Perwali No 67
Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata
Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya dan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM
darurat Covid-19 di Kota Surabaya mengatur mengenai pedoman yang perlu di ikuti oleh penerima kebijakan
yaitu setiap individu dan organisasi yang berada di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan melaksanakan PPKM Kota Surabaya membentuk gugus tugas percepatan penanganan
corona virus disease 2019(COVID-19) yang dimana struktur organisasinya di atur didalam KEPUTUSAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020. Di dalam keputusan walikota tersebut
dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bidang. Dimana satuan tugas ini dipimpin langsung oleh
WaliKota Surabaya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka implementasi kebijakan Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat
dari bagaimana indikator disposisi yang mana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari
adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masih ditemukannya masayrakat yang belum
mematuhi aturan PPKM sehingga terkesan “tidak melakukan PPKM”. Perlu adanya pendekatan-pendekatan
yang lebih baik kepada masyarakat agar masyarakat dalam lebih memahami tujuan dari adanya kebijakan
PPKM. Kontrol yang ketat perlu dilakukan guna menertibkan masyarakat yang melanggar aturan kebijakan
PPKM.

Namun apabila melihat dari indikator dari lainnya seperti komunikasi, struktur organisasi dan sumberdaya
telah memenuhi kriteria. Dalam komunikasi, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada
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masyarakat. Dalam hal sumberdaya, pemerintah telah menetapkan sumber-sumber daya manusia maupun
finansial. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang terdiri
dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya.
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Abstrak
PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di
Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah
untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan
adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat
variabel dari George Il yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi
ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta
membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan
sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-udang. Disposisi dalam hal
pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan
disposisi pemberian insetif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah
Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan
dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan
optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota
Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.
Kata Kunci : Implementasi, PPKM Darurat, Covid-19
Abstract
PPKM is a policy issued by the government to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. The implementation of this policy is
also carried out in the city of Surabaya so that there is a need for a scientific study to measure the implementation of the PPKM
policy in the city of Surabaya. In this research, the method used is qualitative with data collection using literature studies.
Implementation assessment uses four variables from George Ill, namely communication, resources, disposition and organizational
structure. The results of this study indicate that the communication carried out by the Surabaya City government is to disseminate
information to the public regarding PPKM policies. Human resources consist of government and private elements and form
Tangguh Wani Jogo Suroboyo Village to facilitate community participation. While financial resources consist of APBD and legal
sources of funds according to law. Disposition in terms of public understanding, there are still people who still do not understand
the PPKM policy and the disposition of giving incentives does not have a significant impact. The organizational structure in this
case, the Surabaya City government formed a task force consisting of various elements in the city of Surabaya. The conclusion of
this research is that the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya is still not running optimally. Especially in terms
of public understanding of PPKM policies, so that the Surabaya City Government needs to cooperate with community leaders in
providing an understanding of PPKM policies.
Keyword : Implementation, PPKM Darurat, Covid-19
Pendahuluan



Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebakan oleh virus corona yang baru
ditemukan (www.WHO.int). Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 dan
menyebar dengan cepat ke negara lain seperti Amerika, Prancis, Italia, Spayol dan beberapa negara lainnya.
Mobilitas yang dilakukan oleh manusia menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran virus
terjadi secara cepat. Waktu inkubasi dari virus COVID-19 hingga memunculkan gejala pada orang yang
terinfeksi memungkinkan virus untuk menular dari individu satu ke individu yang lain tanpa disadari, sehingga
virus ini dapat dengan mudah menyebar di berbagai Negara (Kraemer, 2020). Pada awal penyebarannya,
tren kematian tertinggi berada di Cina yang selanjutnya tren tersebut berpindah ke Negara lainnya seperti
Negara di benua eropa, hal ini memaksa organisasi kesehatan dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-
19 merupakan pandemi darurat kesehatan global (Suresh V, 2020).

Beberapa negara memberlakukan berbagai bentuk kebijakan guna menekan dan menanggulangi
penyebaran COVID-19 termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan
pembatasan mobilitas masyarakat. Malaysia sendiri mengeluarkan kebijakan Movement Control Order
(MCO) penerapan MCO, semua warga Malaysia diinstruksikan untuk tetap tinggal didalam rumah.

Pembatasan juga diberlakukan untuk larangan perkumpulan massal, pemeriksaan kesehatan dan karantina
bagi warga Malaysia yang datang dari luar negeri, pembatasan terhadap orang asing yang memasuki negara
Malaysia dan penutupan semua fasilitas kecuali layanan primer dan esensial seperti pelayanan ksehatan,
air, listrik, komunikasi, dan perusahaan pemasok makanan (Aziz, N.A et al, 2020). Selain Malaysia,
Singapura juga mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk lockdown,
namun Singapura tidak secara langsung memberlakukan lockdown nasional namun merekomendasikan
social distancing yang mudah diterapkan. Singapura mulai memberlakukan lockdown setelah mengalami
gelombang kedua yang dilaporakn sebagai “impor dari asia Tenggara”, yang secara efektif diberlakukan
mulai tanggal 28 April 2020 (Kugoyo O, et al. 2020). Kebijakan serupa lainnya dilakukan oleh Filipina, negara
ini menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan membatalkan segala jadwal penerbangan domestik dan
internasional. Implementasi kebijakan ini diikuti dengan ancaman bahwa negara akan memberlakukan
darurat militer apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut (www.scmp.com, 2020)

Kebijakan pembatasan kegiatan juga dilakukan di Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan kesehatan
yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah
Indonesia, 2018). Konsep karantina wilayah (lockdown) diteriemahkan dalam undang-undang kekarantinaan
wilayah dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 sebagaimana berikut : “Karantina Wilayah adalah pembatasan
penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi”. Konsep tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam kebijakan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat, kebijakan ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2021.
Selanjutnya Instruksi ini berkembang sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, instruksi
mengenai pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali tercantum di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15
Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali.

]Salah satu daerah yang menjadi fokus implementasi kebijakan PPKM adalah Kota Surabaya. Kota
Surabaya termasuk menjadi salah satu kota yang di instruksikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No
15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 Jawa dan Balli. Penetapan ini tidak terlepas dari jumlah
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kasus di Surabaya yang masih tinggi, selain itu penetapan ini diberlakukan karena tingkat keterisian tempat
tidur di rumah sakit rujukan telah mencapai lebih dari 80%. Kepala Bagian Humas Kota Surabaya
Febriadhitya Prjatara menyebutkan bahwa BOR di rumah sakit tinggal 10% dan BOR ICU dengan alat
ventilator telah mencapai 90% dan BOR tanpa alat ventilator telah mencapau 95% (www.jawapos.com). Kota
Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta yang Imenjadi episentrum
penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur\ (www.metrotvnews.com, 2020). Sejalan dengan data yang
telah di rilis oleh Dinas Kominfo Jawa timur bahwa per tanggal 13 September 2021 jumlah kasus
terkonfrimasi positif di Kota Surabaya mencapai 66.099 kasus. Sehingga dengan jumlah kasus positif Covid-
19 di Surabaya yang tergolong tinggi maka Surabaya ditetapkan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk merespon Instruksi Mendagri tersebut Wali Kota
Surabaya mengeluarkan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota
Surabaya (www.surabaya.go.id, 2021).

Secara umum kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya, selama pemberlakukan pembatasan kegiatan
masyarakat darurat ini segala kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi baik orang yang berdomisili
dan/atau berkegiatan di daerah Surabaya. Dalam implementasi kebijakan PPKM di Surabaya, pemerintah
berpedoman pada Surat Edaran Walikota Surabaya dan berpedoman pula pada Perwali No 67 Tahun 2020
tentang protokol kesehatan. Menurut peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang protokol
kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan
masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam peraturan
walikota ini pemerintah Kota Surabaya mengatur beberapa bentuk mobilitas masyaratat, aturan tersebut
meliputi :

13. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau intsitusi pendidikan lainnya.

14. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.

15. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

16. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

17. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

18. Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

|Kewaspadaan yang tinggi perlu dilakukan guna menghadapi masalah kesehatan yang telah diberi

status sebagai darurat global. Sebagai sebuah wilayah yang berada di posisi strategis, penyebaran COVID-
19 sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas yang tinggi dari warga negara Indonesia dan
warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, pendidikan dan pariwisata
(Retnowati W.D.T et al, 2020). Castelli dan Sulis (2017) menyebutkan bahwa mobilitas masyarakat atau
penduduk sangat berkaitan dengan penyebaran penyakit. Watts (1987) menyebutkan juga bahwa mobilitas
penduduk dapat menyebabkan penyakit menular untuk berpindah ketempat yang baru sehingga menginfeksi
penduduk di tempat yang baru. Soto (2009) menjelaskan bahwa mobilitas dari penduduk menjadi faktor
utama dari penyebab penyebaran mikro organisme, termasuk juga dalam penyebaran kasus penyakit infeksi
secara internasional bersama dengan globalisasi perdangangan dan perubahan Iingkungan.fTransmisi dari
penyakit menular ke negara peneirma dapat dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang melakukan
mobilitas (Noveria, M. 2021). (Gellert,1993) menyebutkan bahwa diantaranya adalah pengungsi, pekerja
migran, migran yang tidak terdokumentasi, dan wisatawan. Berbagai kegiatan tersebut mengancam
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keadaan di Indonesia karena dapat mempercepat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pengawasan
terhadap keadaan sekitar seperti pengawasan terhadap masyarakat, lingkungan, moda transportasi dan
barang menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19. Hugo (2001) menyebutkan dalam hasil
penelitiannya bahwa migrasi dari pekerja di dalam negeri berpotensi memeprcepat laju penyebaran HIV.
Studi yang dilakukan oleh Purwaningsih dan widayatun (2008) juga menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan
antara mobilitas penduduk dan penyebaran HIV/AIDS.

Selain itu, WHO menjelaskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran
Covid-19 seperti mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, membuat jarak dengan orang lain
yang batuk atau bersin, menggunakan masker ketika menjaga jarak tidak memungkinkan, tidak memegang
muka, mata atau hidung, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika bersin, diam di rumah ketika
tidak sehat dan apabila mengalami gejala segera menghubungi tenaga medis (www.WHO.int, 2020). S.
Mayusef at al, 2020; R. Djalante, et al, 2020 menyebutkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh
pemerintah Indonesia dan langkah utama yang diambil oleh pemerintah guna menanggapi kondisi darurat
COVID-19. Dampak sosialisasi moderat dapat mengurangi angka kematian COVID-19, sehingga
Greenstone & Nigam, (2020) melakukan pengembangan dan penerapan metode yang berguna untuk
menjelaskan dampak sosilisasi moderat. Setiati & Azwar, (2020) menyatakan bagaimana ketidaksiapan
pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia menghadapi Covid-19 dan juga perlu adanya prosedur yang
efektif guna melindungi tenaga medis dari infeksi. Dalam studi ini, ]implementasi PPKM barurat oleh
pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukannya analisis secara mendalam. Implementasi kebijakan diperlukan
untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. oleh karena itu, dilihat dari perspektifk perilaku,
kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan (Akib.H , 2012). Pentingnya sebuah implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah
kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edward Ill, 1984)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk menganalisis secara
mendalam mengenai implementasi kebijakan PPKM Darurat di Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya?”,Tujuan
dari penelitian ini, yakni untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan PPKM Darurat
dengan melalui analisis implementasi dari pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota
Surabaya. Selanjutnya penulis berharap kedepan hasil dari tulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan
dalam hal pengambilan keputusan kebijakan PPKM darurat ataupun kebijakan yang berhubungan dengan
karantina wilayah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Definisi implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul
A. Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah
kebijakan. Van Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai kebijakan mencakup
tindakan-tindakan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi kebijakan
George C. Edward Il yang kemudian disebut sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam
implementasi. Model implementasi yang disampaikan oleh George berspektif top-down dengan penamaan
“Direct and indirect Impact On Implementation”. Dalam model implementasi Goerge terdapat empat variabel
yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur
birokrasi.
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TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
masyarakat di Kota Surabaya merupakan sebuah penelitain yang cukup baru. Namun untuk penelitian
dengan tema pembahasan PPKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu,
\peneliti mencantum beberapa penelitain sebelumnya, guna sebagai pembanding terhadap penelitian yang
akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari et al (2021). Penelitian ini berjudul
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan
Jelakombo sudah terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ketertiban manfaat dan evaluasi.
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 masyarakat di
Kelurahan Jelakombo telah mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus Positif Covid-19 di Kelurahan Jelakombo semenjak Maret
2020 hingga Maret 2021 hanya berjumlah 27 kasus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadli llyah (2021), Penelitian ini berjudul Analisis SWOT kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar PPKM dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM)
terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Hasil dalam penelitian ini
adalah perlu adanya komitmen guna menekan laju pandemi dengan cara memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Hasil kedua bahwa konsistensi dan pengawasan menjadi salah satu
potensi kelemahan dalam kebijakan PPKM. Program vaksinasi menjadi salah satu alternative peluang untuk
membantu percepatan stabilitas dan pemulihan aspek ekonomi, program vaksinasi diharapkan dapat
dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memulihkan perekonomian. Kepatuhan dan kesadaran
masyarakat menjadi salah satu ancaman serta tantangan untuk memastikan kebijakan PPKM. Hal ini
dikarenakan sebuah kebijakan perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Kadek Julia Mahadewi (2021), penelitian ini berjudul Kebijakan
Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi
Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-udangan.
Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan PPKM darurat berdasar Surat Edaran Gubernur perlu dilakukan
evaluasi, belum adanya muatan hukum dalam aturan penanganan, belum adanya sosialisasi akan aturan
hukum penerapannya masih rancu didalam masyarakat, belum menyertakan UU karantinan Kesehatan,
Wabah Penyakit, perdanganan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efekif.

State of the art

Dalam state of the art peneliti mengemukakan gap atau celah yang ditemukan dari penelitian-
peneltian terdahulu yang selanjutnya akan diisi dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu,
penelitian yang berhubungan dengan PPKM Darurat di Kota Surabaya masih belum ditemukan dan masih
belum menggunakan pendekatan implementasi kebijakan oleh Edward ll, dimana pendekatan implementasi
kebijakan dinilai dari 4 hal yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini
diharapkan mampu untuk menutup kesenjangan teoritis dan mampu untuk menjadi tambahan literature
didalam studi kebijakan publik atau secara khusus didalam studi implementasi kebijakan. Pentingnya sebuah
implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan
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(Edward 11, 1984). T.B Smith menjelaskan perlunya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya untuk dilakukan
implementasinya adalah agar dapat melihat hasilnya, sehingga dapat dinilai sejauh mana hasil dengan
harapan pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood,1980:2)
Kerangka Teori
Kebijakan Publik

Policy merupakan sebuah kata dari bahasa inggris yang memiliki arti sebagai kebijaksanaan, namun
policy dapat pula di artikan sebagai kebijakan. Setijaningrum (2011) menjelaskan bahwa ketika meyebutkan
kebijakan, pengertiannya merujuk pada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu point of view, series of
action dan regulation. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan guna melaksanakan
kebijakan. Pengertian dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017:1). Kebijakan publik menurut Carl L. Friendrich (2006) adalah
sebuah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dengan halangan dan
kesempatan yang akan dihadapi dalam suatu lingkungan yang harapannya dapat mengatasi halangan
tersebut dalam rangka memenuhi cita-cita, kehendak, maupun tujuan tertentu.
Implementasi Kebijakan Publik

Sabatier (1986:21-48) menjelaskan bahwa terdapa dua model dalam tahap implementasi kebijakan,
yaitu model top-down dan model bottom up. Kedua model ini dapat ditemuan disetiap proses pembuatan
kebijakan. sebagai sebuah gambaran, model elit, model proses serta model inkremental dapat dianggap
sebagai gambaran dalam model top-down. Sedangkan model kelompok dan kelembagaan merupakan
gambaran dari model bottom-up. Secara umum implementasi merupakan sebuah atau suatu cara yang
dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau
turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2018:728). Implementasi didalam pemaknaan yang
dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) memiliki beberapa kata kunci sebagaimana berikut : untuk
menjalankan kebijakan, untuk menepati janji - janji yang tercantum pada dokumen kebijakan, untuk
mendapatkan output dari tujuan kebijakan, dan untuk mewujudkan misi yang harus dalam tujuan kebijakan
(Purwanto, Erwan Agus, Dyah RS : 2012 : 34). Van Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukukan sebagai sebuah upaya untuk
mencapai tujuan dan.atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dimana pelaku dari
implementasi tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah maupun swasta.

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan. model pertama yaitu model Van Metter
dan Van Horn, model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan
publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2018 :737). Variabel dalam menilai keberhasilan
implementasi dari Van Metter dan Van Horn terdapat 4 macam yaitu : aktivitas implementasi dan komunikasi
antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik , dan
kecenderungan (disposition ) dari pelaksana/implementer. Model kedua yaitu model Grindle, model ini
ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi (Nugroho, 2018:745). Model ketiga
yaitu model Edward, model implementasi kebijakan Edward berfokus pada 4 isu utama agar implementasi
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kebijakan dapat berjalan dengan efektif, empat isu pokok tersebut adalah : Komunikasi, Sumberdaya,
Disposisi dan struktur birokrasi (Nugroho, 2018: 747).

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemodelan implementasi kebijakan dari
Edward Ill, yaitu dengan berfokus pada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang
diterapkan didalam implementasi kebijakan PPKM darurat di Kota Surabaya.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi biasanya akan terpengaruh oleh beberapa faktor, baik faktor ekternal
maupun faktor internal dari kebijakan tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edward |l
bahwa setidaknya terdapat empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Model yang
dikembangkan oleh Edward Il disebut pula sebagai model dampak langsung dan tidak langsung dalam
implementasi kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Edward IIl memiliki sifat top-down dengan
penamaan model “ direct and indirect impact on implementation”. Model ini memiliki 4 buah faktor sebagai
tolak ukur yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Selain Edward Il, terdapat Knill
dan Tosun (2012:158) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang digunakan untuk mengukur
implementasi kebijakan yaitu Pilihan instrument kebijakan, ketepatan dan kejelasan desain kebijakan,
struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah
implementasi dari kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarajat (PPKM) Darurat Covid-19.
Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan literature review dengan pendekatan kualitatif. Penelitian
ini dilakukan dengan melakukan penelusuran di beberapa media massa online, dokumen pemerintah, dan
website pemerintah. Selanjutnya akan di kelompokkan kedalam empat faktor implementasi yang di
kemukakan George Il yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya data
yang telah terkumpul akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analsisi data model Miles,
Huberman dan Saldana (2014).

Gambar 1.1.
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Hasil dan Pembahasan

George menjelaskan bahwasannya terdapat empat variabel yang digunakan dalam menilai keberhasilan
implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan aspek yang mendukung implementasi kebijakan, sehingga
sebelum implementasi kebijakan perlu adanya bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana
kebijakan dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media (Nuraisyah et al,2020). Begitu
pula dalam implementasi kebijakan PPKM, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
kebijakan PPKM terbukti meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PPKM tersebut. Selain aspek
komunikasi, disposisi (karakteristik agen pelaksana) memiliki berperan cukup penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan (Sahur A et al, 2021). Tercermin dalam implemetasi kebijakan PPKM, peran disposisi
(karakteristik agek pelaksana) juga berlaku dalam implementasi kebijakan tersebut, yang dimana disposisi
penting dalam implementasi PPKM. Pemahaman dan sikap dari masyarakat dalam kebijakan PPKM
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PPKM. (Nuraisyah et al, 2020) menjelaskan
bahwa sumberdaya menjadi sangat penting bagi implementasi kebijakan, karena kebijakan tanpa adanya
sumber daya (finansial atau manusia) menjadi sulit untuk terlaksana. Implementasi kebijakan PPKM juga
perlu memiliki sumber daya yang memadai sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan
di keluarkannya kebijakan tersebut. (open.lib.umn.edu, 2016) menyebutkan keberadaan birokrasi dalam
implementasi cukup penting, hal ini dikarenakan birokrasi membuat undang-undang atau aturan tertentu
dalam penerapan kebijakan. keberadaan birokrasi juga diperlukan didalam implementasi kebijakan PPKM,
yang dimana birokrasi membentu aturan atau pedoman pelaksanaan PPKM dan membentuk susunan
birokrasi dalam Kebijakan PPKM.

i. Komunikasi

Komunikasi merupakan variable yang cukup penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Hal ini
disebabkan komunikasi merupakan sebuah saluran yang mampu untuk menghubungkan antara pembuat
kebijakan dengan penerima kebijakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan atau
program makan meminimalisasi kemungkinan terjadi pelanggaran dan adanya penolakan dalam proses
implementasi kebijakan.
Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai
pelaksanaan pembatasaan sosial berskala besar kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui
berbagai media memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Forkompimda
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(Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sosialisasi dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya Myjen TNI
Suharyanto, Kapolda jatim Ijen Pol Nico Afinda, dan PLH Sekdaprov Heri Tjahjono
(Radarsurabaya.jawapos.com). Selain Forkompimda, sosialisasi juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja kota Surabaya. Dalam melakukan edukasi, satpol pp juga memberikan bantuan berupa sembako
kepada PKL yang telah diedukasi sebelumnya (Surabaya.tribunnews.com). Konsistensi pemerintah dalam
mengomunikasikan terus dilakukan dan terus melakukan upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai
pelaksanaan PPKM dan memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM di Kota Surabaya. Dalam transmisi
komunikasi ini pemerintah kota Surabaya bergerak bersama dengan TNI dan Polri guna sebagai sistem
pendukung dalam implementasi PPKM di Kota Surabaya.

Komunikasi kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar semua
pihak yang terlibat. Meskipun komunikasi telah secara konsisten disosialisasikan dan konsistensi
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, namun apabila tidak ada dukungan dari masyarakat maka
kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sosialiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota
Surabaya sudah cukup baik, namun masih ditemukan masyarakat yang masih acuh dengan himbauan dari
pemerintah Kota Surabaya. Rasa acuh atau ketidak pedulian terhadap aturan PPKM yang telah dikeluarkan
tersebut cukup menjadi sebuah kendala dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya.
Perlu adanya pendekatan lainnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai aturan PPKM darurat.

Dalam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kebijakan PPKM darurat, masih belum
menujukkan hubungan antara faktor komunikasi dengan keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini,
dapat dilihat bahwa komunikasi dari dua arah antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan PPKM
darurat sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. namun dalam
prosesnya, komunikasi implementasi kebijakan PPKM darurat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya
berhasil, hal ini di karenakan masih ditemukannya masyarakat yang melanggar aturan PPKM Darurat. Hal
tersebut dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi kebijakan PPKM darurat.

j- Disposisi

Faktor selanjutnya yaitu faktor disposisi, faktor ini merupakan faktor yang dinilai cukup penting bagi
sebuah implementasi kebijakan. Dalam hal ini bahwa bagaimana kecenderungan dari pelaksana yang
menmiliki sikap positif atau memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi
kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam faktor ini, pemahaman petugas
dan pelaksana serta insentif kebijakan menjadi dua poin yang cukup penting dalam implementasi kebijakan
PPKM
Pemahaman dari masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dinilai sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Pemahaman masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum
sepenuhnya memahami mengenai aturan yang di berlakukan. Dalam antaranews.com (2021), Petugas
gabungan mengamankan setidaknya sebanyak 145 pelanggar. Berdasarkan wawancara dengan petugas
Satpol PP bahwa rata-rata yang melakukan pelanggaran adalah anak-anak muda yang dimana mereka
sering berkumpul di tempat-tempat seperti warung kopi tanpa mematuhi Perwali No 67 tentang Protokol
kesehatan. Menurut petugas hal itu terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan
kebijakan pembatasan kegiatan yang dimana dimulai semenjak satu tahun yang lalu.



Sedangkan dalam distribusi insentif, pihak pemerintah beserta dengan Polrestabes membagikan
paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19 (beritajatim.com). Dalam memberikan
bantuan, pamerintah tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI
dan Swasta untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. TNI dan POLRI
bekerjsama sama untuk memastikan selam pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar tanpa
melanggar kebijakan PPKM. Namun pemberian insentif tidak secara signifikan berperan memanipulasi
masyarakat agar bergerak mengimplementasikan PPKM

Penelitian-penelitian terdahulu masih belum melihat hubungan antara disposisi dengan
implementaso kebijakan. didalam penelitian ini, peneliti menujukkan bahwa disposisi dapat memiliki
pengaruh didalam implementasi kebijakan. dalam penelitian ini, pemahaman masyrakat terhadap PPKM
darurat masihlah belum sepenuhnya memahami akan maksud dari aturan ini berlakukan, masih banyak
masyarakat yang melanggar aturan dari PPKM darurat. Sedangkan didalam distribusi insentif, guna
mendorong masyarakat, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyediakan bantuan-
bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

k. Sumberdaya
Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. sebaik

apapun kebijakan itu direncaakan namun apabila tidak di dukung dengan sumberdaya yang memadai maka
implementasi kebijakan akan sulit terlaksana. Dalam hal ini, terdapat dua sumberdaya yang sangat berperan
penting yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya PPKM di Kota Surabaya
dijelaskan didalam Perwali kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Kota Surabaya.
Disebutkan pada Bab VI Pasal 34 Perwali No 67 Tahun 2020, bahwasannya dalam pelaksanaan
penanganan Covid-19 pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan kerja sama dalam menerapkan
kebijakan penanganan Covid-19. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk sumberdaya manusia,
saranan dan prasaranan, data dan informasi, jasa dan dukungan lainnya. Disebutkan pula dalam BAB VIII
pasal 36 bahwa dalam melaksanakan penanganan Covid-19 pemerintah bersama masyarakat membentuk
“Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo”. Selanjutnya pada BAB IX pasal 37 dijelaskan mengenai sumber
pendanaan dalam penanganan Covid 19 berasal dari dua sumber yaitu :

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan

6. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.

Sumberdaya menjadi suatu faktor yang cukup penting dalam implementasi kebijakan. Begitu pula
dalam implementasi kebijakan PPKM darurat di Surabaya. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam
pelaksanaan kebijakaan PPK darurat, Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi ini adalah
melakukan kerjasama dengan beberbagai pihak, kerjasama tersebut adalah SDM, Sarana dan Prasaranan,
data dan informasi, jasa dan dukungan yang lain. Sedangkan dalam anggaran pelaksanaan kebijakan
didapat dari APBD dan sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan undang-udang. Pada penelitian
-penelitian terdahulu masih belum ditemukannya hubungan antara sumberdaya dengan impelementasi
kebijakan PPKM darurat.

I Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur

birokrasi terdapat dua aspek yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Dalam



Perwali No 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan
Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya dan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021
tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya mengatur mengenai pedoman yang perlu di ikuti oleh
penerima kebijakan yaitu setiap individu dan organisasi yang berada di Kota Surabaya.
Dalam pelaksanaan melaksanakan PPKM Kota Surabaya membentuk gugus tugas percepatan penanganan
corona virus disease 2019(COVID-19) yang dimana struktur organisasinya di atur didalam KEPUTUSAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020. Di dalam keputusan walikota tersebut
dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bidang. Dimana satuan tugas ini dipimpin langsung oleh
WaliKota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, untuk mempercepat birokrasi dan informasi harian, Setiap
kepala OPD yang masuk kedalam Gugus Tugas ini berada didalam satu grup Whatsapp. Dimana dalam
grup tersebut setiap harinya akan diberikan laporan perkembangan PPKM di Surabaya oleh Satpol PP.
Struktur birokrasi menjadi suatu hal yang cukup penting didalam implementasi kebijakan, hal yang
sama juga berlaku didalam kebijakan PPKM darurat. Namun dalam penelitian-penelitian terdahulu yang
membahas mengenai PPKM masih belum menjelaskan hubungan antara struktur birokrasi dengan
implementasi kebijakan PPKM. Dalam peneltian didapatkan bahwa dalam implementasi kebijakan PPKM
darurat tersebut pemerintah telah membuat stuktur birokrasi gugus tugas percepatan penanganan corona
virus disease 2019(COVID-19) yang telah diatur didalam KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR :
188.45/111/436.1.2/2020. Untuk mempercepat proses keputusan didalam gugus tugas, sistem birokrasi ini
menggunakan grup whatsapp untuk melakukan koordinasi.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka implementasi kebijakan Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat
dari bagaimana indikator disposisi yang mana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari
adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masih ditemukannya masyarakat yang belum
mematuhi aturan PPKM sehingga terkesan “tidak melakukan PPKM”. Namun apabila melihat dari indikator
dari lainnya seperti komunikasi, struktur organisasi dan sumberdaya telah memenuhi kriteria. Dalam
komunikasi, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal
sumberdaya, pemerintah telah menetapkan sumber-sumber daya manusia maupun finansial. Sedangkan
dalam hal struktur birokrasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen
yang berada di Kota Surabaya. Peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk
memaksimalkan implementasi kebijakan PPKM darurat

1. Perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat agar masyarakat dalam
lebih memahami tujuan dari adanya kebijakan PPKM.

2. Kontrol yang ketat perlu dilakukan guna menertibkan masyarakat yang melanggar aturan kebijakan
PPKM.

3. Bekerjasama dengan pihak yang ditokohkan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyampaian
aturan mengenai kebijakan PPKM darurat.
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